PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR 2. TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG

Menimbang :

Mengingat

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

KOTA PRABUMULIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PRABUMULIH,

bahwa sebagai tindaklanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah ditetapkan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih;

bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka
terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Prabumulih perlu dilakukan penyesuain;

bahwa penyesuain Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Prabumulih yang akan disesuaikan adalah Perangkat Daerah
Badan Keuangan Daerah, Badan Pendapatan Daerah, dan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, b, dan huruf c, maka perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kota Prabumulih tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentar.g Pembentukan
Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun
2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4113);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentaiig Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Témbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomo: 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran I egara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan L zmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tent:ng Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik @'1donesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran DNegara Republik

Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran DNegara Republik
Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran N:gara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tamb:han Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Prabumulih. (Lembaran Daerah Kota Prabumt lih Tahun 2016

Nomor 9).



Menetapkan :
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA PRABUMULIH
dan

WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA PRABUMUI IH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 huruf d angka 6 dan huruf e calam Peraturan

Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentuken dan Susunan

Perangkat Daerah Kota Prabumulih ( Lembarai1 Daerah Kota

Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9) diubah, selingga berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 2

a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;

b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRL Tipe C,;

c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A sebagai

unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintaha1 Daerah,;

d. Dinas Daerah Kota Prabumulih, terdiri dari :

1.

Dinas Pendidikan dan Kebudaya in Tipe A
menyelenggarakan urusan pemerint ahan bidang

pendidikan dan bidang kebudayaan,

Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggirakan urusan

pemerintahan bidang kesehatan;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C
menyelenggarakan urusan pemerintahan kidang pekerjaan

umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemtkiman Tipe C
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

perumahan rakyat dan kawasan pemukima 1,

Dinas Sosial Tipe A menyelengga-akan urusan
pemerintahan bidang sosial masyarakat, desa dan

kelurahan;



10.

11.

12.

13.

14

15

16.

17.
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Satuan  Polisi Pamong Praja Daerah  Tipe A

menyelenggarakan urusan pemerint ahan bidang

ketentraman dan ketertiban umum,;

Dinas Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang tenaga kerja;

Dinas Pengendalian Penduduk dan Kelu:rga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungain Anak Tipe A
menyelenggarakan urusan pemerint ahan bidang
pengendalian penduduk dan keluarga be:encana, bidang

pemberdayaan perempuan dan perlindunga anak;

Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyeleng garakan urusan

pemerintahan bidang Pangan;

Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang lingkungan hidup;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A
menyelenggarakan urusan pemerint ahan bidang

administrasi, kependudukan dan catatan siil;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B
menyelenggarakan urusan pemerint ahan bidang

pemberdayaan masyarakat, desa dan kelure han;

Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang perhubungan;

Dinas Komunikasi dan Informati :a Tipe C
menyelenggarakan urusan pemerint than bidang
komunikasi dan informatika, bidang persandian dan

statistik;

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah Tipe B
menyelenggarakan urusan pemerintahan tidang koperasi,

usaha kecil dan menengah;

Dinas Perindustrian dan Perdagan;:an  Tipe B
menyelenggarakan urusan pemerint ahan bidang

perindustrian dan bidang perdagangan;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Tipe A menyelenggarakan urusar pemerintahan

bidang penanaman modal;



18.

19.

20.

.
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Par wisata Tipe A

menyelengarakan urusan pemerint: han bidang

kepemudaan, olahraga dan bidang pariwisa’ a;

Dinas Perpustakaan dan Kearsip: \n Tipe A
menyelenggarakan urusan pemerint than bidang

perpustakaan dan bidang kearsipan;

Dinas Pertanian Tipe B menyelengg: rakan urusan
pemerintahan bidang pertanian sub tanam an pangan dan
holtikultura, sub perkebunan dan sub p:ternakan serta

bidang perikanan.

Badan Daerah terdiri dari :

1.

Badan Perencanaan Pembangunan D:erah Tipe A

melaksanakan fungsi penunjang perencana: n;

Badan Pengelola Keuangan dan Aset 1)aerah Tipe B
melaksanakan fungsi penunjang bidang keilangan dan aset

daerah;

Badan Pendapatan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi

penunjang bidang pendapatan daerah;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Tipe B melaksanakan funisi penunjang

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe 13 melaksanakan

fungsi penunjang penelitian dan pengembar gan.

Badan Penanggulangan Bencana Da:rah Tipe B
menyelenggarakan urusan pemerint than bidang

penanggulangan bencana;
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Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya

dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal & Waes 2020

WALIKOTA PRABUMULIH,

IDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal "¢ U 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOT BUMULIH,

ELNMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2020 NOMOR 2
NOREG (NOMOR REGISTER) PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (2-1% /2020)






